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BUPAT] SINTANG
PERATURAN BUPATY SINTANG
NOMOR SO Tagyy 2012

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEG
DI KABUPATEN SINTANG | 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

a. bahwa guna mengembangkan kemampuan anak-anak
pra sekolah dalam membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya
potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap,
kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses
pembelajaran dengan metode komprehensif yang
menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik,
pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan
keteladanan dan pemberdayaan semua komponen
masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan
Nasional;

b. bahwa upaya pemerataan pembangunan di bidang
pendidikan dan  meningkatkan daya tampung
pendidikan formal bagi anak-anak pra sekolah di Taman
Kanak-kanak serta meningkatkan mutu dan efisiensi
pendidikan anak pra sekolah dipandang perlu untuk
mengatur Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di

Kabupaten Sintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b

tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Sintang;

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang

P Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun
1Sggtalz:2tang Pe%anntukan Daerah T%ngkat 11 1.)‘
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagal Unqrar;lg—Unilgng
(Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 59
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820 J;
2. Undang-Undang ...
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Undang-Und
. Penyelegnggarzr;i NNOmor 28 Tahun 1999 tentang
Korupsi, Kolusij Sfir aN§m§ Bersih Dan Bebas Dari
. 0

Republik Indonesja Tahun p191989”1 ;Or(an;n ?g’ar}’miﬁa;

Republik Indonesia Nomor 3851).
. Undang-Undang Nomq,
. 31 Tahun 1999 tentan
llz’lemali:lra;zasa;}_ Tindak Pidana Korupsi (Lerr?garag
eg publik Indonesia Tahun 1999 N 140
Tambahan Lembaran Neg » ! :
3874) sebagaimana te]
Undang Nomor 20 Ta
Republik Indonesia Tah
Lembaran Negara Repu

ah diubah dengan Undang-
hun 2001 (Lembaraan Negara

un 2001 Nomor 134, Tambahan
blik Indonesia Nomor 4150 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

_ Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan. Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun‘ 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

i Daerah (Lembaran Ncgara Republik
frlc(;]:)ir:s]it;lha’lr}ahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

10. Undang-Undang....
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10. Undang-Undang Nomor 19 ’i‘ahun 2011 tentang
pembt::ntukan Peraturan Pemndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Per_nerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864},

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor S5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

19. Peraturan ..
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Daerah .
Nomor 25); Kabupaten Sintang

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2908 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun

2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menctapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI DI KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
L Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
P ¢nyelenggara Pemerintah Daerah. ‘

3 PerTlt?l’inta\han Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
tmerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
onomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagaimang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Monesia Tahun 1945.

k

. ‘?Dala Daerah adalah Bupati Sintang.

6 "85 adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

) *Pala Dinyg adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
“Menge,: _ :

t T adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.

®pal P .
mendidTaLman Kanak-kanak adalah Pimpinan Taman Kanak-Kanak yang

UKi jabatan fungsional.
9. Wakil ...
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) 2

a adalah Waki]

al Pimp;
| KeP kurikulum dan kesiswaan?man Taman kanak-kanak yang

| 4 Vrilf’(:'bidangi kanak adalah Jen;
Kanak-xanag aca an Jenjang pepq;q
n

oM ga formal Taman Kanak-Kanal Neger;,

lem ar Pendapatan dan Belanja Dae
11-A§§go adalah Anggaran Pendapatan ¢

; ikan Anak pra Sekolah berupa
I v

rah yang selanjutnya disingkat
an Belanja Daerah Kabupaten

siﬂtang'
adalah usaha sadar dan terenc

12_pen5;n a belajar dalam proses Pembelajaran ag

;;Jcilgembangkan potensi dirinya untuk m

ana untuk mewujudkan
ar peserta didik secara aktif

: . . ) . emiliki kekuatan spiritual
kcagﬂmaan’ pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia serta

| kclcrampilan yang diperlukan dirinya, Mmasyarakat, bangsa dan ncgara.

| .dikan Taman Kanak-Kanak adalah ada] g o

! 3'§ﬁﬁ;anakan pada Anak Usia Pra Sekolah. alah  Pendidikan yang
4 Sistem P.endidikan. Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan

| ] 'yan g saling terkalit secara terpadu untuk mencapai Tujuan Pendidikan

| Nasional-

| 5, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

otensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.

i6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

17.endidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru,

, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator,

5 dan sebutan lain sesuai dengan kekhusussannya serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

! 18. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi,
1 bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
| 1

9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

2. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengend_alian, penjaminaq .dan
| penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai kompor_len pendidikan
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

2. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelay.akan program dalam suatu
Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2, Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam
penyelenggara an pendidikan yang memliputi tenaga kependidikan,

3 Masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

| Se“’an Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang b
nsyr Mmasyarakat yang peduli pendldlkan. N ) )

Komie Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotaxan

Orap 9 adala >« Taman Kanak-Kanak serta tokoh
Btua /walj peserta didik, komunitas

m . g
SYarakat yang peduli pendidikan. 25. Siswa ..,

eranggotakan berbagai



N\ | / 00462

¥

F .
jah peserta didik pada sa¢ L
g Aﬂalltu{:drf:endidikan sekolah. Uan pendidikan Taman Kanak-Kanak
Pgije
BAB 11
PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 2

usia pra sekolah untuk
membantu pertumbuhan dan
gar anak memiliki kesiapan dalam
pa Sekolah Dasar.

mberikan ransangan pendidikan untuk
ekembangan jasmani dan rohani a
m;masuki pendidikan lebih lanjut beru

2 pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri bertujuan : -

.. meningkatkan daya tampung pendidikan Anak Usia Pra Sekolah guna
memaill‘l‘-lhl pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan di
daeran,

p. meningkatkan — pencapaian  perkembangan  pertumbuhan  yang
merupakan integritas aspek pemahaman nilai-nilai agama, moral, fisik,
pahasa dan sosial gmosional, agar anak mencapai tingkat
perkembangan yang optimal;

c. meningkatkan keterlibatan dan peran aktif orang tua dan orang dewasa
untuk memberikan ransangan yang bersifat menyeluruh dan terpadu
yang meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan yang
diberikan secara Kkonsisten melalui pembiasaan pada lembaga
pendidikan.

(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penyelenggaraan pendidikan pada Taman kanak-Kanak berpedoman
kepada Tujuan Pendidikan Nasional.

Pasal 3
Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri dengan nama dan lokasi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini. '

Pasal 4

Peserta didik berasal dari anak-anak usia pra sekolah atau usia antara 4
“Mpat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

(1) Pengelolaan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negen .se:bagaimar_la dimaksud
alam Ppagq) 3 sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional adalah

tangg-mg jawab Pemerintal: Daerah melalui Kepala Dinas.

atas Kepala Taman Kanak-Kanak

2] le . . .
in _Kan din
Pnan Taman Kanak-Kanak terc dasarkan kebutuhan.

an Seorang atau lebih Wakil Kepala LEr
(3) Kepala ...



la lah
ep2™. i yang Jjumlahnya g
13'§dmlﬂlg5'atrna; ng berlaku. €Suai  dengan ‘ketentuan perundang-
dan
un

isasi, tugas

4) Susuniﬂ nof)gl:}r: lSPemeringtah dgzerv;ﬁwzga“g. Eama“ Kanak-Kkanak Negeri
; a su

| dlt:uti%ang-undangan yang berlakuy, = flengan ketentuan peratiran

Ktur Organisasi dari Taman kanak-K

() stru (1) tercantum pada lampiran |

ay;;tisahkan dari Peraturan inij.
ter,

anak sebagaimana dimaksud pada
yang merupakan bagian yang tidak

Pasal 6

Pengadaan’ pendayagunaan qa.n pengembangan tenaga pendidik, kurikulum,
puku acuan, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaanya
pada Taman kanak-Kanak Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepala Taman kanak-Kanak bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah,
pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan

prasarana.

BAB III
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

Pasal 8

(1) Isi Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak Negeri merupakan
susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
anak usia dini dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.

(2)Isi Kurikulum Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri wajib memuat bahan
kajian pendidikan tentang :
a. Pendidikan Nilai-nilai Agama dan Moral;

- Pendidikan Fisik ( Motorik Kasar dan Motorik Halus);

- Pendidikan Kognitif;

- Pendidikan Bahasa;

- Pendidikan Sosial Emosional;

o

Ao

3 Kurikulum yang berlaku secara Nasional yang ditetapkan Menteri.

dapat menjabarkan dan menambah mata
an lingkungan dan ciri khas Taman Kanak-
gan tidak mengurangi kurikulum yang

(4)Tam§n Kanak-Kanak Negeri
Pelajaran sesuai dengan keada
anak yang bersangkutan den
flaky S€cara nasional.
15) Tﬂﬂlan Kanak-Kanak Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan
kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pasal ...
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at diterima sebagai siswa

Taman . - k
UntukBerUSia antara 4 (empat) sampai Kanak-Kanak Negeri ana
rus

dengan 6 (enam) tahun:

anaan Ketentuan sebagaimanga dimaksud pada ayat (1), diatur oleh

Pasal 10

mempunyai hak sebagai berikut :
(! An?nendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
& jemperoleh pendidikan nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang

dianumy a;
mendapatkan sdrana dan prasarana bermain yang aman, nyaman dan
meanUhi kriteria kesehatan anak;

penggunakan  alat permainan edukatif berstandar keamanan,
" gesehatan, dan sesuai dengan fungsi stimulan;

Anak mempunyai kewajiban sebagai berikut :
g 5, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana
siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang

perlaku;
mematuhi semua peraturan yang berlaku;

b‘ 1 - .
c. menghormati tenaga pendidik;
d. menghormati tenaga kependidikan;

3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

() Standar sarana dan prasarana yang digunakan untuk Taman Kanak-
Kanak harus aman, nyaman dan memenuhi kriteria kesehatan anak;

() Sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan jumlah anak;

() Sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan memanfaatkan sumber daya
yang ada di lingkungan sekitar. :

BAB V
PENILAIAN

Pasal 12

E:“llaian pada anak taman kanak-kanak  dilakukan melalui proses

tinnﬁumplllan dan pengolahan informasi, dan pengamatan untuk menentuk.an

Peri A pencapaian perkembangan anak mencakup tingkat pencapaian

Dendizi?ﬁangan anak, data tentang status kesehatan, pengasuhan dan
an.

Pasal ...
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terhadap anak dilakukan se.cara berkal
a

jla1d : . ) i ; na,
(”Pfg’nycluruh, berkelanjutan. Sistematis, dan i Rt intensif, bermak
! m .
| tan dilakukan pada saat
! o pen_gama anak melalukan aktivitas sepanjang

penilaia” terhadap anak bermain dengan benda konjret.
(3
. terhadap guru dan tepa o
f ahui ga kependidik ; ik
) ,P;:rigetahu‘ kemampuan dan kewenangan profesionafn dilakukan untu

asil pegilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

() ~ pembinaan dan penlg(embangan guru dan tenaga pendidik lainnya;

; ol et urlkulqm, pengelolaan  program  pendidikan,

metode,jenis  aktivitas/kegiatan, Pénggunaan dan penataan alat,
permainan edukatif alat kebersihan dan kesehatan;

c. memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan termasuk untuk anak
perkemampuan khusus;

enyempurnaan

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Dengan telah. dilakukan Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri
sebagaimana dimaksud pada Lampiran I, terhadap segala biaya
penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan

sekolah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah.

(2) Pembiayaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
b. biaya pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
¢. biaya perluasan dan pengembangan;
d. biaya Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 15
W Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Taman
Kanak-Kanak Negeri dalam rangka pembinaan, pengembangan,

Perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Taman kanak-Kanak
bersanglcutan, |

) Pe“gavvasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
Aminjstragj sekolah. '

(3) Pengawasan ...
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{ sebagaimana dimaksug
gSekolah Pendidika ’[‘a.rrl:eva.lrij ?{:g:f{ (;? d;‘: ayat (2), dilakukan
-Kan

n .kifrmﬁ%?hsﬁgimm dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
dia ] S€suai ketentuan peraturan Perundang-

BAB V111
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

ja Per aturan Ffer;undang_—Unda'ngan dan ketentuan yang telah ada sebelum
eg? Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati

uran
.Peiri:asih tetap berlaku.
10

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

ran Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
rang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
mpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

peraturd
Agar setiap O
ini, dengan pene

i Ditetapkan di Sintang
! pada tanggal #4 Oktober 2012

BUPATI SINTANG, f

3

7/
. Q/MILTON CROSBY

Dundangkan di sintang
Pada tanggal 34 Oktober 2012

VP RTARIS T AERAH KABUPATEN SINTANG,

MLKIFL HAJT AUMAD
- BRimy DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR /08
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pERATURAN BUPATI SINTANG

, puv‘”’ * NOMOR &0 TAHyN 2015
J

TANGGAL ]?E?NOKTOBER 2012

TENTANG DIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

UKTUR ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
STR DI KABUPATEN SINTANG

KEPALA SEKOLAH

SEKRETARIS —| KOMITE TK

GURU KELOMPOK

_ KELOMPOK A
17 N l
KELOMPOK B 1 KELOMPOK B 2 KELOMPOK B 3 “

UPATI SINTANG, -+

A

a/‘MlLTON CROSBY




§o PERATURAN BUPATI SINTANG
pIRAN NOMOR ': TAHUN 2012
TANGGAL OKTORER 2012
TENTANG : PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN

ALAMAT l KETERANGAN

3 \ 2 ! 5

KELURAHAN

AL TAHUN
SINTANG KAPUAS KANAN g’ggu‘ IS
HULU SINTANG

¢wme,zf

7/
(‘VMILTON CROSBY




